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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil
Putusan Bersama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut
digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam
bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia

sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman tranliterasi itu sebagai berikut:

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat

dilihat pada halaman berikut :

Huruf
Nama Huruf latin Keterangan

Arab

| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

< Ba B Be

< Ta T Te

& Sla S| Es (dengan titik diatas)

z Jim J Je

Ha (dengan titik
c H}a H}
dibawah)
z Kha Kh Ka dan Ha




2 Dal D De

3 Zal Z| Zet (dengan titik diatas)
D Ra R Er

J Zai Y4 Zet

o Sin S Es

o Syin Sy Es dan ye
o= S}ad S} Es (dengan titik di bawah)
o= D}ad D} De (dengan titik di bawah)
L T}a T} Te (dengan titik di bawah)
L Z}a Z} Zet (dengan titik di bawah)
& ‘Ain ‘ Apostrof terbalik

¢ Gain G Ge

- Fa F Ef

S Qof Q Qi

S Kaf K Ka

J Lam L El

a Mim M Em

8] Nun N En

B) Wau W We

° Ha H Ha

e Hamzah ’ Apostrof

< Ya Y Ye

Vi




2.

Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf latin Nama
[ Fathah A A
) Kasrah I I
\ Dhammah U U

Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu ta marbutah yang hidup
atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammabh, transliterasinya adalah
(t). sedangkan ta marbutah yang nati atau mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

JakY) i) - Raudhah al-athfal
Alizasl) 4aall . |Al-madi>nah al-fadhi>lah
FRA - JAl-hikmah
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4. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid (<), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

&) : Rabbana>

Was . Najjaina>

z0 . Al-hajj

3% ‘aduwwun

Jika huruf ¢ ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah (¢=2), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>).

Contoh:
A : ‘ali> (bukan ‘aliyy atau ‘aly)
‘arabi> (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

5. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif
lam ma ‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf
gamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis mendatar (-).
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Contohnya:

) : Al-syamsu (bukan asy-syamsu)
A5 . Al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
A ¢ Al-falsafah

Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak

di awal Kkata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

03545 Ta'muru>na
(3 Al-naw’
2% 1 Syai'un
&l Umirtu
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ABSTRAK

Agus Fadholi, Akhmad. 2023. “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan
Perceraian Akibat Pihak Tergugat Ghaib (Studi Putusan Nomor
1382/Pdt.G/2021/Pa.Kjn) ”. Skripsi Fakultas Syariah, Program
Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A
Kata kunci : Perceraian Ghaib, Pertimbangan Hakim

Perceraian terjadi ketika ada alasan alasan yang cukup. Salah satu alasan
terjadinya terjadinya perceraian diatur dalam pasal Peraturan Pemerintah no 9
pasal 19 tahun 1975 huruf b dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf b
disebutkan bahwasanya syarat mengajukan perceraian meninggalkan salah satu
pihak selama 2 tahun berturut urut sedangkan dalam putusan no
1382/Pdt.G/2021/Pa.Kjn gugatan istri disebutkan dengan duduk perkara tergugat
yaitu suami meninggalkan penggugat kurang dari 2 tahun dengan alasan pamit
kerja dan sekarang keberadaanya tidak diketahui dengan jelas atau ghaib. Majelis
hakim dalam mempertimbangkan hukumnya menyebutkan unsur perselisihan dan
pertengkaran padahal dalam posita gugatan tidak disebutkan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis
penelitian pendeketan undang-undang atau yuridis normatif dilakukan dengan
menelaah semua regulasi baik yuridis ataupun non yuridis yang saling bersangkut
paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, metode ini akan membuka
kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari kesesuaian serta konsistensinya suatu
peraturan undang undang dengan peraturan perundang-undangan yang lalin

Berdasarkan hasil penelitian, Putusan Pengadilan Agama Kajen 1B
dengan nomor 1382/Pdt.G/2021/Pa.Kjn telah sesuai dan tidak berbenturan
dengan hukum yang berlaku di Indonesia walaupun secara tekstual seharusnya
batas minimal syarat pengajuan itu 2 tahun. Dalam hal ini Majelis Hakim
mengabulkan perkara cerai ghaib tersebut walaupun kurang 2 tahun dengan
pertimbangan faktor secara hukum materiil atau biasa dikenal Ratio Decidendi
dan untuk alasan hukumnya hakim menggunakan ijtihad model interpretasi
penafsiran sistematis dengan melihat 1 peraturan dengan peraturan yang lain atau
satu konflik perakara yang hukumnya tidak jelas dihubungkan dengan faktor
regulasi yang lebih kuat dengan mengedapankan alasan yang lebih kuat yaitu
dengan mengedepankan atas unsur ketidakharmonisan dan pertengkaran
perselisinan karena masalah nafkah serta hakim menimbang faktor lain tentang
kemudharatan apabila pernikahan itu tetap di pertahankan
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya perkawinan itu sekali untuk seumur hidup, namun
realitanya karena sebab-sebab tertentu banyak perkawinan tidak dapat
diteruskan dan berujung perceraian atau harus diputuskan di tengah jalan®.
Perceraian itu dilakukan apabila ada alasan-alasan yang cukup dan
pertanggung jawabkan di muka sidang Pengadilan Agama, sebagaimana
yang termaktub dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No.1
tahun 1974. Sesuai dengan pasal UU no 7 tahun 1989 perceraian itu ada
dua jenis, yaitu cerai talak apabila yang mengajukan adalah suami dan
cerai gugat apabila yang mengajukan adalah istri. Masing-masing dua jenis
perceraian tersebut terdapat cera yang diajukan untuk ditujukan kepada
tergugat atau pihak yang tidak diketahui keberadaanya ghaib. Maka hakim
memutuskan perkara dengan putusan verstek, yaitu putusan dengan
ketidakhadiran tergugat atau salah satu pihak di persidangan pengadilan.

Salah satu asas perkawinan adalah lestari, artinya setiap orang yang
menikah atau berumah tangga adalah sekali untuk selamanya. Hal ini
dikarenakan perceraian sebagai sebagai salah satu sebab putusnya

perkawinan adalah hal yang diperbolehkan namun dibenci oleh Allah Swit.

! Kamal Mukhtar, “Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan”, (Jakarta : Bulan
Bintang,1993), 14



Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Abdu Dawud dan Ibnu
Majah :

GO 4 dis J SUad) (i

Artinya : “Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah thalaq
(cerai)”.

Oleh karenanya setiap pasangan yang melangsungkan pernikahan
tentu mendamba rumah tangga yang dibina berjalan dengan baik dan bila
pun ada masalah maka itu adalah sebagai “bumbu penyedap” rumah
tangga yang menjadikannya lebih dewasa sehingga cita-cita untuk
mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai. Meski
demikian tidak sedikit rumah tangga yang telah dibina dengan susah payah
pada akhirnya harus berakhir dengan perceraian. Dan jika perceraian itu
menjadi suatu pilihan, merujukan hadist diatas maka pengajuannya harus
benar-benar dilandasi dengan dasar atau alasan yang memang menjadi
alternatif terakhir atau tidak boleh tidak bahwa perceraian-lah satu-satunya
jalan yang harus ditempuh dan menjadi pilihannya perceraian itu karena
demi kebaikan bersama dimasing-masing pihak.

Pasal 114 Undang-Undang Perkawinan juga menyebutkan bahwa
putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau
berdasarkan gugatan perceraian. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 menggunakan istilah cerai talak dan cerai gugat dalam perceraian

untuk diketahui tentang siapa yang berinisiatif dalam pengajuan



perceraian. . Dua istilah ini dibedakan untuk mengetahui siapa yang
berinisiatif dalam pengajuan perceraian. Cerai talak diajukan oleh suami
melalui permohonan dan cerai gugat diajukan atas kehendak istri melalui
gugatan®. Kewenangan absolut pengadilan agama pada perkara perceraian
meliputi baik cerai talak yang diajukan oleh suami maupun gugatan
perceraian yang diajukan oleh istri.

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian
harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup
rukun sebagai suami isteri. Adapun alasan yang dimaksud dijelaskan
dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni :

a. Salah satu pihak menjadi berbuat zina atau menjadi pemabuk,
pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain
diluar kemampuannya.

c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 tahun atau hukuman yang
lebih berat setelah perkawinan.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

membahayakan pihak yang lain.

2 Rahmat Hakim, “Hukum perkawinan Islam” (Bandung : Pusaka Setia 2000), 172



e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat
tidak dapat melakukan kewajibannya dengan suami istri.

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga.

Selain alasan diatas juga terdapat faktor lain yaitu adanya
perselisihan yang berujung pada pertengkaran terus menerus. Dalam
keadaan ini, bila cekcok terjadi pasangan suami istri dapat melakukan
mediasi keluarga dengan melibatkan “juru damai” atau mediator yang
dipandang cakap untuk memberikan nasihat rumah tangga. Berbagai
alternatif penyelesaian rumah tangga tersebut sejalan dengan asas
mempersulit perceraian, dan senada dengan hadist sebelumnya yang
mengemukakan bahwa perceraian diperbolehkan namun menjadi perkara
yang dibenci oleh Allah karenanya perceraian menjadi alternatif terakhir
dari solusi retaknya suatu rumah tangga.

Ketentuan peraturan mengenai sahnya Perceraian umat Islam juga
harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 1 dan 2
yang menyatakan :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah

pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah

pihak.



2. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami
istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri ®

Dari sebab-sebab atau alasan perceraian sebagaimana telah
disebutkan diatas berdasarkan data di Pengadilan Agama Kajen juga di
Pengadilan Agama pada umumnya huruf “f” Pasal 19 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjadi penyebab mayoritas sebagai
alasan pengajuan cerai dengan latar belakang beragam seperti alasan
ekonomi, perselingkuhan, tidak adanya rasa cinta oleh sebab kawin paksa
dan lain sebagainya. Terbukti dari perkara data perceraian yang masuk di
Pengadilan Agama Kajen yang disebabkan faktor perselisihan dan
pertengkaran menduduki nomor pertama sebanyak 1147 dan selain itu
faktor meninggalkan salah satu pihak sebanyak 653

Faktor salah satu pihak meninggalkan pasangannya terhitung
sebagai faktor yang sering menjadi alasan pengajuan perceraian, yaitu
hampir 50 persennya jika dibanding dengan alasan pertengkaran sebagai
faktor utama penyeban perceraian di PA Kajen. Salah satu pihak pergi
meninggalkan salah satu pihak lainya disertai tanpa ada kabar atau putus
komunikasi hingga bila yang pergi itu adalah pihak suami maka kewajiban
untuk memenuhi nafkah pun menjadi terabaikan. Tidak hanya persoalan
nafkah, perlindungan terhadap keluarga hingga kewajiban untuk
memberikan pendidikan dan kasih sayang pun menjadi hal yang langka.

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dipersyaratkan oleh Undang-

SA. Rofiq, “Hukum Perdata Islam Di Indonesia”, (Jakarta : Rajawali Press, 2013) 148- 149



undang dengan batas waktu minimal 2 tahun berturut-turut tanpa izin
pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.
Atas dasar itu kemudian pihak lainya baru dibolehkan untuk mengajukan
cerai.

Perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama akan
disidangkan melalui prosedur persaksian atau pembuktian dari kedua belah
pihak. Sehingga pada dasarnya para pihak harus hadir sendiri atau melalui
kuasa hukumnya untuk didengar alasan atau pembelaannya di depan
sidang majlis hakim pengadilan agama. Dalam hal ini tujuan
menghadirkan kedua belah pihak adalah agar hakim dapat menegakkan
keadilan dan dapat memberikan hak hak pada semua pihak dalam
persidangan  yaitu memberikan kesempatan untuk didengarkan
keterangannya dari kedua belah pihak.

Kehadiran para pihak yang tengah bersengketa menjadi hal yag
penting dalam suatu persidangan maka dibuatlah surat panggilan untuk
para pihak, atau biasa disebut relaas panggilan. Dengan adanya relaas
panggilan ini para pihak akan mengetahui hari tanggal dan jam berapa
meraka akan menghadiri proses persidangan. Pasal 165 HIR dan pasal 285
R.Bg serta pasal 1868 BW disebutkan bahwa akta autentik adalah suatu
akta yang dibuat dihadapan pegawai umum dalam bentuk yang ditentukan

oleh undang undang yang berlaku. Panggilan disampaikan langsung



kepada pribadi para pihak yang berperkara ditempat kediamanya®. Maka
dari itu dalam surat gugatan, alamat para pihak harus jelas. Untuk
memudahkan jurusita dalam melaksanakan tugasnya yaitu melakukan
panggilan kepada para pihak

Namun adakalanya ketika terjadi pertikaian salah satu pihaknya
meninggalkan tempat kediamanya selama bertahun-tahun tanpa ada kabar
dan kejelasan. Terkadang pula karena salah satu pihak baik suami maupun
istri telah lama pergi tanpa disertai pertikaian sebelumnya. Pergi begitu
saja meninggalkan keluarganya tidak ada kabar selama bertahun tahun
tidak pula diketahui keberadaanya juga merupakan salah satu penyebab
terjadinya perceraian

Dalam praktiknya tidak sedikit perkara permohonan cerai talak
atau gugatan perceraian yang diajukan ke pangadilan tidak diikuti
hadirnya kedua belah pihak. Namun hakim tetap harus mengambil putusan
untuk memberikan kepastian hukum untuk pihak yang beperkara. Dalam
hal ini untuk perkara yang pihak tergugat tidak hadir ini baik tidak hadir
karena pengabaian terhadap panggilan hakim maupun karena pihak
tergugat tidak diketahui keberadaanya. Sehingga hakim dituntut untuk
menghasilkan keputusan tersendiri dengan ketidakhadiran salah satu
pihak.

Dalam perkara cerai gugat alasan ketidakhadiran tergugat (suami)

bisa saja karena tergugat tidak diketahui keberadaannya (ghaib) atau

* Abdul Mannan, “Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama”
(Cet.I; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000) 83



karena dengan sengaja mengabaikan panggilan pengadilan. Perceraian
karena salah satu pihak pergi meninggalkan tempat hingga tidak diketahui
alamatnya dalam hukum acara sering disebut dengan ghaib atau perceraian
dengan dalih ghaib. Gugatan Cerai Ghoib atau cerai talak Ghaib adalah
gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Agama oleh seorang
penggugat/pemohon untuk menggugat cerai Tergugat/Termohon, di mana
sampai dengan diajukannya gugatan tersebut, alamat maupun keberadaan
Tergugat/termohon ghaib tidak jelas (tidak diketahui).

Dalam ranah praktik, terminologi salah satu pihak pergi
meninggalkan pihak lainnya, sesuai Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 adalah dengan ketentuan waktu 2 tahun berturut-
turut pergi tanpa izin dan atau pergi tanpa alasan yang sah. Namun terdapt
praktik dimana pengajuan gugatan cerai yang dilakukan oleh seorang istri
tidak sesuai ketentuan tersebut. Seorang istri telah mengajukan gugatan
dengan alasan suami telah meninggalkannya berturut-turut tanpa izin dan
tanpa tanpa kabar namun waktunya baru 1 tahun 6 bulan. Kemudian
hasilnya ternyata hakim mengambil putusan untuk mengabulkan gugatan
perceraian yang diajukan oleh istri dimana waktu kepergian suami belum
ada 2 tahun tersebut. Putusan hakim itu ada dalam putusan perkara nomor
1382/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Putusan hakim di atas telah mengabulkan perkara antara Penggugat
dengan Tergugat yang berpisah belum genap 2 tahun melainkan baru 1

tahun 6 bulan, dalam posita yang diajukan Penggugat ia mendalilkan



bahwa awalnya rumah tangga yang dibina dengan Tergugat dalam keadaan
rukun dan harmonis namun kemudian berpisah tempat tinggal karena
Tergugat pergi pamit untuk bekerja namun ternyata kemudian tidak ada
kabar berita. Selama suami sebagai Tergugat pergi tidak ada komunikasi
sama sekali bahkan sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui dengan
jelas di wilayah Negara Indonesia mana ia berada. Atas dasar itulah lantas
Penggugat mengajukan gugatan cerai. Oleh majelis hakim gugatan cerai
tersebut dikabulkan, walau undang-undang mensyarakan 2 tahun, dengan
putusan bain sughra.’

Dalam pandangan penulis ini cukup menarik jika dikaitkan dengan
ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
dan juga pasal 116 huruf b kompilasi hukum Islam yang menyebutkan
perceraian dengan sebab salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain
adalah minimal dalam kurun waktu 2 tahun .Disisi lain jika pun kemudian
majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan ada unsur
atau sebab alasan perceraian yang lain yakni perselisihan dan pertengkaran
terus menerus (huruf f pasal 19 PP No 39 Tahun 1975 dan huruf f pasal
116 KHI) dengan dalil faktor ekonomi. Itu juga dalam pandangan penulis
tidak cukup relevan mengingat hal tersebut tidak ada dalam posita dan
saksi dalam pembuktian juga tidak pernah melihat dan mendengar

pertengkaran Penggugat dengan Tergugat

® Salinan Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Kjn
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Atas dasar adanya persoalan-persoalan atau “janggal hukum”
dalam putusan perkara nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Kjn di PA Kajen
penulis akan mengkajinya melalui penelitian untuk penulisan skripsi.
Penulis akan menelusuri aturan aturan dan dasar-dasar hukum, alur logika
hukum hakim PA Kajen yang dijadikan argumentasi putusannya serta
akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan percerian dengan sebab
tergugat ghaib. Untuk itu penulis memilih judul “Pertimbangan Hakim
Dalam Mengabulkan Perceraian Akibat Pihak Tergugat Ghaib
(Studi Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2021/Pa.Kjn)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan

permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kajen dalam
mengabulkan putusan perceraian akibat tergugat ghaib kurang dari 2
tahun dalam Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Kjn?

2. Bagaiamana akibat hukum perceraian tergugat ghaib kurang dari 2
tahun dalam Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2021/Pa.Kjn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok rumusan masalah diatas maka tujuan
penelitianya adalah
1. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim mengabulkan dan

memutuskan perceraian dengan sebab suami ghaib kurang dari 2 tahun

dalam Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2021/Pa.Kjn
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2. Untuk menjelaskan akibat hukum yang ditimbulkan sesudah diputusnya
perceraian dengan sebab suami ghaib yang kurang dari 2 tahun dalam
putusan No 1382/Pdt.G/2021/Pa.kjn

D. Kegunaan Penelitian
Adapun manfaat kegunaan penelitian ini sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan
pengembangan keilmuan hukum keluarga khususnya tentang
perceraian akibat pihak tergugat ghaib dan konsekuensi hukumnya

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan
pemikiran sebagai wujud kontribusi positif dan dedikasi terhadap
perkembangan ilmu hukum perdata pada umumnya dan hukum
perkawinan pada khususnya berkaitan dengan putusan hakim
Pengadilan Agama Kajen terhadap perceraian dengan suami ghaib

E. Kerangka Teoritik
1. Teori Pertimbangan Hakim
Menurut Damas S.H pertimbangan hukum dapat diartikan suatu
tahapan majelis hakim mempertimbangan fakta-fakta yang
terungkap selama persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim
atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh
hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum

memutuskan kasus.
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Pertimbangan merupakan suatu putusan hakim yang
berlandaskan kepastian hukum selain itu juga harus mengandung
unsur kemanfaatan dimana hakim harus meneliti dengan cemat °

Dasar yang dijadikan hakim mmenjatuhkan putusan pegadilan
perlu didasarkan pada teori untuk menegakan hukum dan keadilan,
oleh karena itu Hakim harus menelaah dahulu tentang kebenaran
peristiva yang diajukan kepadanya dengan kemudian akan
memberikan penilaian terhadap peristiwa yang dihadapi dengan
cara menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan melalui
proses pemeriksaan suatu perkara yaitu pembuktian. Pembuktian
ini bertujuan memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa itu
benar benar terjradi sehingga kebenaran dan fakta itu terungkap
dan menimbulkan efek hubungan hukum antara para pihak

Dalam hal ini ketika hakim hendak memutuskan perkara
hendaknya dalam pertimbangannya memuat hal seperti pokok
dalam

1) Gugatan dengan dalil yang valid, Pokok persoalan dan hal-hal
yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal
2) Analisis yang digunakan harus menyangkut fakta/hal yang

terbukti sesuai yang terjadi dipersidangan,

® Mukti Arto, “Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V”, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2004), 140
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3) Dan dari semua gugatan dalam petitum harus dikoreksi secara
teliti untuk menemukan kesimpulan dalam amar putusan yang
dapat dikabulkan atau ditolak

2. Konsep Suami Ghaib dalam Hukum Islam dan Hukum Positif
Tergugat dalam konteks ini yang dimaksud adalah suami yang
hilang tidak diketahui keadaan dan keberadaanya sekarang serta tidak
mengirimkan kabar atau tidak ada komunikasi sama sekali dengan
tergugat, dalam isilah lain pun biasa disebut ghaib artinya tidak dapat
ditemukan atau sukar untuk dicari dan akhirnya dikatakan hilang.
Dalam hal ini agar lebih paham akan dijelaskan tentang konsepnya
sebagai berikut
Dalam Hukum Islam sesorang yang hilang atau ghaib didefiniskan
sebagai Mafqud yaitu orang yang hilang meninggalkan keluarganya
untuk kepentingan tertentu sehingga terputus jejaknya dan tidak
diketahui kabar beritanya antara hidup atau mati orang tersebut
Sedangkan dalam Hukum Positif istilah ghaib sendiri Dalam huruf
b PP no 9 pasal 19 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Point b
disebutkan bahwa, alasan untuk dilakukan perceraian adalah karena
salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal
lain di luar kemampuannya. Salah satu pihak antara suami atau istri jika

meninggalkan pihak lain dengan tanpa izin dan alasan yang jelas dan
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sah selama dua tahun berturut-turut, maka pihak yang meninggalkan
tersebut dapat dikategorikan sebagai ghaib.
F. Penelitan yang Relevan
1. Skripsi oleh Ryan Ganang Kurnia, Nomor : 0339/Pdt.G/2015/PA.Bn,
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.  Judul
“Perceraian Karena Suami Ghoib (Study Empiris Terhadap Proses
Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Boyolali)” Membahas
tentang cerai gugat karena suami yang Ghoib,dan membandingkan
perbedaan antara proses perceraian Ghoib menganalisis pertimbangan
hakim dalam memutuskan kasus tersebut dengan pendapat mazdhab.
Persamaanya sama sama membahas perceraian karena suami ghaib
atau tidak diketahui keberadaanya. Perbedaanya terletak pada objek
penelitian penulis lebih menekankan pada pertimbangan hakim dan
akibat hukumnya sedangkan dalam penilitan skripsi ini lebih berfokus
terhadap perbandingan dalam perspektif mazhab .’
2. Moh.Ansor Habib dengan judul skripsi “ Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Cerai Cugat dengan Alasan Kepergian Suami (Studi Kasus
Di PA Wonogiri)”. Dalam skripsi membahas tentang seorang istri
yang menggugat suaminya arena tidak memeunhi hak haknya dan

ditinggal tanpa alasan yang sah selama 2 tahun. Sebenarnya semua

"Ganang Kurnia Ryan, Skripsi “Perceraian Karena Suami Mafqud (Studi Empiris terhadap
Proses Penyelesaian Perkara di Pengadian Agama Boyolali) , (Surakarta : UMS,2015)
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masalah dilatar belakangi suami yang mempunyai hobi main judi
menjadi sumber perceraian®

Pada penlitian diatas persamaanya dengan penulis yaitu membahas
cerai gugat yang dtinggalkan oleh suami, perbedaanya pada penulis
yaitu gugatan dalam perceraian serta penulis lebih berfokus terhadap
perspektif pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara khusunya
dalam kasus sebelum dari 2 tahun dan dampak hukumnya sedangkan
pada penelitian ini alasan untuk menggugat cerai tepat setelah dua
tahun.

3. Srkipsi oleh Fu’ad Mahfudz dengan judul “Cerai Talak Alasan Istri
Ghaib (Studi Analisa Putusan Perkara Pengadilan Agama Bengkulu
Kelas I A Nomor : 0339/Pdt.G/2015/PA.Bn”.Dalam skripsi membahas
tentang perceraian yang diajukan suami kepada istri yang ghaib tidak
dketahui keberadaanya karena isteri tidak pernah hadir dalam
persidangan maka diputus dengan verstek dan hasilnya hakim
memutuskan perkara dengan KHI serta termohon dijatuhkan Talak
satu Raj i

Persamaanya terletak pada pihak tergugat yang tidak diketahui
keberadaanya dan kasus posisinya sama kurang dari 2tahun,
Perbedaanya terletak pada objek penelitian, penulis meneliti masalah

status istri yang menceraikan tergugat ghaib dengan menganalisis

8 Moh. Ansor Habib, Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Dengan
Alasan Kepergian Suami (Studi Kasus PA Wonogiri)” (skripsi : STAIN Ponorogo, 2007)

% Mahfudz Fuad, Skripsi “Cerai talak Alasan Istri Ghaib (“Cerai Talak Alasan Istri Ghaib
(Studi Analisa Putusan Perkara Pengadilan Agama Bengkulu Kelas | A Nomor
0339/Pdt.G/2015/PA.Bn”, (Skripsi :UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022)
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pertimbangan hakim dan akibat hukumnya sedangkan pada penelitian
ini berfokus pada suami yang ghaib dan bagaiamana prosedur
penyelesaian.

4. Judul artikel dalam Jurnal Al Nagdu Vol 3 No 1, : “Perceraian gugat
ghoib dalam dalam perspektif Hukum Islam” oleh Riska Purnamasari,
Perceraian gugat ghoib dalam dalam perspektif hukum islam, saat
suami pergi meninggalkan istrinya dalam kurun waktu yang lama dan
tidak datang kembali bahkan tidak memberi kabar kepada istri
maupun keluarganya sehingga mengakibatkan ketidakpastian status
dalam perkawinan®.

Persamaan pada penelitian terletak pembahasan perceraian
terhadap suami yang tidak diketahui keberadaanya. Perbedaanya pada
objek penelitian, serta penulis lebih berfokus terhadap prosedur
perceraian ghaib dan tinjauan yuridisnya pertimbangan hakim dan
akibat hukumnya sedangkan pada penelitian jurnal ini lebih
menekankan terhadap sikap istri dalam menyikapi dan menghadapi
suami yang tidak diketahui keberadaanya dalam perpektif hukum
islam

5. Judul artikel dalam Jurnal Private Law Volume 1, “Analisa Yuridis
akibat hukum perceraian ghaib dalam pandangan Hukum Islam dan
Undang Undang Undang perkawinan (studi pada putusan nomor

130/PDT.G/2013/PA.MTR)”. Hasil penelitianya membahas tentang

10 Riska Purnamasari, “Perceraian gugat ghoib dalam dalam perspektif Hukum Islam”,
Jurnal Al Nagdu Vol 3 No 1 (Institute Agama Islam Cirebon, 2021)
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suami yang tidak diketahui keberadaanya, bahwasanya tidak bisa
melanjutkan pernikahan lagi karena tida mungkin tercipta keluarga
yang sakinah dan pada kasus ini sudah memenuhi unsur yang terdapat
dalam KHI pasa 116 serta dibahas akibat hukumnya yaitu dijatuhi
talak Ba’in shugra™

Persamaan denga penelitian penulis terletak sama-sama membahas
perceraian ghaib dalam percerian, perbedaannya terletak pada sudut
pandang hakim dalam memutuskan putusan perkara tersebut pada
penelitan ini dibahas menggunakan sudut pandang fikih undang
perkawinan mengenai putusan 3 tahun sedangkan peniltian penulis
berfokus terhadap prosedur administrasi perkara perceraian ghaib dan
bagaimana pertimbangan hakimnya yang kurang dari 2 tahun

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas bahwa judul dan pembahasan
fokus penelitian belum ada yang persis sama, lokasi objek penelitian
maupun perspektif yang digunakan, peneliti berfokus terhadap
analisnya mengapa dalam pertimbangan hakim mengabulkan putusan
no 1382/Pdt.G/2021/Pa.Kjn dalam perkara atau ghaib kurang dari 2

tahun dan bagaimana dampak hukum yang ditimbulkan

Islam

! Munadi Rifgi, “Analisa Yuridis akibat hukum perceraian ghaib dalam pandangan Hukum

dan

Undang Undang Undang perkawinan (studi pada putusan nomor

130/PDT.G/2013/PA.MTR)”, Jurnal Law Fakultas Universitas Mataram Vol 3 No 1 (Universitas
Mataram, 2013)



18

G. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam peneltian ini adalah
yuridis normatif
Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian hukum
dilakukan dengan cara meneliti bahas pustaka atau termasuk juga
bahan sekunder untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau
norma-norma dalam hukum positif sebagai bahan dasar untuk
diteliti dengan melakukan adanya penelusuran pada peraturan yang
terkait dalam hal ini Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2021/Pa.Kjn.*
Dalam pendekatan penelitian menggunakan 3 (tiga)
pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan antara lain*®
a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) menggunakan
Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut
paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dalam penelitian
ini menganalisis mengenai peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan dengan permasalahan. Hasil telaah tersebut dapat

menghasilkan argument untuk memecahkan masalah pokok

b. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) pendekatan ini
berasal dari beberapa pemikiran berdasarkan ajaran atau kaidah

yang pernah dipublikasikan dalam ilmu hukum sehingga peniliti

2 Johnny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,” (Malang:
Bayumedia Publishing, 2006), 295
13 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke-11 (Jakarta: Kencana, 2011), 93
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dapat menemukan konsep yang relevan dengan masalah hukum
yang sedang dihadapi.™

Pada fakta terjadinya isu hukum dalam peneltian ini karena
putusan majelis hakim yang mengabulkan perceraian gugat
akibat tergugat ghaib yang tidak sesuai dengan Peraturan
Pemerintah No 9 pasal 19 tahun 1975 dan Kompliasi Hukum
Islam pasal 116 huruf b.

c. Pendekatan kasus, dalam penelitian ini dilakukan dengan
menganalisis pertimbangan hukum (Ratio Decidendi) terhadap
putusan yang akan dikaji oleh penulis. Kemudian menelaah
alasan tersebut untuk melihat bagaimana kesesuaian prosedur
persidangan peradilan dan putusan hakim dengan aturan hukum
yang berlaku di Indonesia sehingga nantinya akan ditemukan
jawaban yang signifikan dari Analisa yang penulis lakukan.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, data
sekunder adalah data yg diperoleh peneliti tidak secara langsung dari
sumber utama di lapangan melainkan dari sumber dokumen Putusan
verstek Nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Kjn mengenai perceraian
tergugat tidak diketahui keberadaanya dalam Pengadilan Agama

Kajen. Sedangkan untuk Sumber Data dalam penelitian ini meliputi

4 peter Mahmud Marzuki, ‘“Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. 97, 113
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a. Bahan Hukum Primer

Merupakan data bahan hukum yang bersifat kuat artinya

mempunyai kuasa yang dapat digunakan berdasarkan aturan dasar

berupa peraturan perundang-undangan yang masih berkaitan

dengan objek penelitian.

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan
Agama.

3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Hakim

4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradila Agama

5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan
alasan yang dibenarkan dalam perceraian pada pasal 39-41

6) Kompilasi Hukum Islam Tentang alasan pengajuan gugatan
perceraian.

7) Putusan Pengadilan Agama Kajen nomor
1382/Pdt.G/2021/Pa.Kjn

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum sebagai
penunjang sekaligus penjelasan bagi bahan hukum sebelumnya

(primer). Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum
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dalam bentuk karya akademis. Bahan hukum ini seperti : Literatur,
Hasil Penelitian lImiah, Buku Refrensi dan Hasil Karya Iimiah Para
Sarjana, Jurnal/artikel ilmiah dan sejenisnya. Bahan hukum
sekunder yang kami gunakan adalah literatur, buku refrensi dan
hasil penelitian ilmiah yang berhubungan dengan penelitian
dimaksud.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan
petunjuk atau bisa dikatakan sebagai penjelasan dari bahan hukum
sebelumnya (primer dan sekunder). Bahan hukum ini seperti :
kamus hukum dan ensiklopedi.™
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Inventarisasi yaitu mengumpulkan perundang-undangan yang
berpacu pada herarki peraturan undang-undangan dengan mencari
norma-norma pada tingkat konstitusi, perjanjian internasional,
undang-undang, peraturan pemerintah dan lain sebagainya yang
berkaitan dengan isu atau pokok perkara penelitian.*®

b. ldentifikasi merupakan proses melakukan pengkategorisasikan
bahan hukum melalui prosedur seleksi yang didasarkan pada 3
konsepsi pokok, yaitu: bahan hukum harus mempunyai kesesuaian
atau relefansi dengan isu hukum, bahan hukum, khususnya yang

primer harus dapat diinterpretasikan atau dikonstruksikan dan

15 Rahman Amin, “Pengantar Hukum Indonesia”, (Deepublish, Sleman, 2019), 62.
¢ prof. Dr. | made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam
Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta: Kencana, 2016), 149
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bahan hukum harus mempunyai nilai atau standar baik dalam teori
maupun konsep hukum

c. Sistematisasi yaitu penyusunan bahan hukum secara sistematis
pada pokok bahasan yang kemudian melakukan analisis lanjutan
menggunakan kaidah-kaidah teori yang sesuai dengan penelitian.22

d. Klasifikasi yaitu penggolongan bahan hukum secara sistematis dan
logis dengan adanya kaitan antara bahan hukum yang satu dengan
bahan hukum lainnya untuk mendpatkan gambaran umum dari

hasil penelitian.'’

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik analisa bahan
hukum preskiptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil
penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi disini dilakukan oleh
peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian (Justifikasi)
tentang obyek mengenai benar atau salah atau apa seyogianya
menurut hukum terhadap fakta atau peristiwva hukum dari hasi
penelitian,

Analisis preskriptif dengan melakukan pengolahan sumber hukum
yang dimana dengan melakukan sumber hukum primer yang berupa
Salinan putusan Pengadilan Agama Kajen 1382/Pdt.G/2021PA.Kjn
mengenai cerai gugat karena terguga untuk menjawab masalah hukum

yang dijalani. Sifat analisis ini akan di uraikan dengan argumentasi

7 Dr. Muhaimin, S.H., M. Hum., Metode Penelitian Hukum, (Mataram: University Press,

2020), 68
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preskriptif untuk mengambil kesimpulan dari bahan hukum yang

diperoleh dari logika penalaran hukum hakim dengan metode induktif

antara sesuai atau tidak menurut hukum atas peristiwa yang terjadi

dalam penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran secara global mengenai apa yang

akan dibahas, skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab |

Bab 11

Bab 111

Bab IV

Pendahuluan yang mencakup Latar Belakang Masalah,
rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian,
Tinjauan pustaka ,Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan
Sistematika Penulisan.

Landasan Teori dan Konseptual yang memuat Teori
Pertimbangan Hakim (Ratio Decidendi) Teori Penafsiran
Hakim dan gambaran konsep tentang perceraian tergugat ghaib
meliputi dasar hukum dalam perspektif Hukum Islam dan
Hukum Positif

Memuat tentang Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor
1382/Pdt.G/2021/PA.Kjn)  berisi tentang Kasus Posisi,
Pertimbangan Hakim, Amar Putusan

Berisi pembahasan analisis pertimbangan Hakim Pengadilan
Agama Kajen dalam mengabulkan perceraian akibat pihak

tergugat ghaib putusan Nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Kjn dan
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Akibat Hukum Perceraian Tergugat ghaib dalam Putusan
Nomor 1382/Pdt.G/2021/Pa.Kjn

Penutup yang berisi Simpulan dan Saran



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1.

Pertimbangan hakim dalam Putusan no 1382/Pdt.G/2021/Pa.Kjn telah
sesuai dengan peraturan dalam hukum positif baik dengan Peraturan
Pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim dalam memutuskan
perkara cerai gugat alasan tergugat tidak diketahui keberadaanya yang
kurang dari 2 tahun menggunakan Teori Ratio Decidendi dengan
melihat masalah kongrkret terhadap fakta hukum materiil di
persidangan dan dalam argumentasi hakim dengan metode interpretasi
sistematis yaitu melihat dan menghubungkan aturan 1 dengan aturan
lain sehingga permasalahan yang seakan akan buntu dan tidak sesuai
peraturan karena tidak ada penyelesaian maka dihubungkan dengan
aturan lain yang lebih kuat dasarnya karena melihat aspek fakta
hukum dalam persidangan, dalam hal ini hakim memutuskan perkara
tergugat ghaib ini mempunyai diskresi atau pertimbangan sendiri yaitu
unsur kemaslahatan untuk kedua belah pihak yang berperkara untuk
diceraikan karena memang menurut ijtihad hakim sudah mencakup
unsur ketidakharmonisan dan perselisihan pertengkaran

Akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian ghaib dalam putusan
no 1382/Pdt.G/2021.Pa.Kjn hakim menjatuhkan Putusan Verstek
karena selama perkara tergugat tidak pernah hadir atau diwakili dan

sudah dipanggil secara patut dan resmi, kemudian jatuh talak satu bain

72
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sughra yaitu memiliki konsekuensi tidak boleh rujuk dengan bekas
suaminya kecuali dengan akad baru karenakan hakim dalam
pertimbangan putusan mendalilkan adanya perselisihan terus menerus
dan tidak bisa dipertahankanya rumah tangga.
Selain apa hal yang tidak dituntut maka hakim dengan asal ultra
petitum yaitu tidak boleh mengabulkan lebih dari gugatan dalam
perihal putusan ini tidak adanya tuntuan hak anak, harta bersama, dan
nafkah
B. Saran
Dari hasil penilitian setelah diambil dari kesimpulan, maka perlu

kiranya peneliti memberikan saran terkait penelitian diatas sebagai berikut:

1. Seharusnya pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan
perceraian akibat tergugat ghaib ini bisa mewujudkan ketertiban dan
ketaatan terhadap aturan yang berlaku, terutama pada beban proses
pembuktian dalam hal ini harus benar benar dibuktikan pokok
perkaranya karena perceraian ghaib ini terkesan sama apabila
pembuktian dilakukan dengan perceraian biasa, hal ini bertujuan untuk
hakim dapat menjatuhkan putusan dengan memperhatikan keadilan
kepastian dan kemanfaatanya

2. Seharusnya hakim dalam memutuskan perkara dapat meminimalisir
akibat hukum yang ditimbulkan pasca perceraian seperti
memperhatikan hak hak istri berupa nafkah, pembagian harta bersama

dan hak untuk anak seperti pembiayaaan pendidikan untuk anak
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